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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 
 
1. Peranan Polisi Militer Angkatan Darat dalam menanggulangi tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika di kalangan militer Angkatan Darat sebagai 

pencegah terjadinya tindak pidana masih kurang maksimal yang mana 

kasus narkoba yang terjadi di kalangan TNI Angkatan Darat dari tahun-

ketahun terus meningkat. Oleh karena itu penyidik Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia adalah Atasan yang berhak menghukum, Polisi Militer, 

dan Oditur yang diberi wewenang oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 

1997. Peranan Polisi Militer ini sudah sesuai dengan Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1997 yaitu sebagai penyidik perkara pidana agar 

meningkatkan peranannya dalam menangani atau mengatasi 

penyalahgunaan narkotika yang setiap tahunnya meningkat di lingkungan 

TNI Angkatan Darat 

2. Hambatan Yang Dialami Oleh Polisi Militer Dalam Menanggulangi 

Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI Angkatan Darat. Dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

a) Keterbatasan jumlah penyidik dalam menyelesaikan pekara. 

b) Tidak ada MOU oleh POLDA Palembang dalam proses penyidikan, 

sehingga dalam proses penyidikan tersebut POM mengalami hamabatan 

c) Kurangnya biaya operasional kelengkapan Penyidikan seperti Oyopsi, 

uji Laboraturium dan Olah TKP (Tempat Kejadian Perkara). 
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d) Tidak Biasa Menghentikan Perkara Ditingkat Penyidikan POM dalam 

Pengusutan Kasus 

B. SARAN 
 
1) Terhadap Polisi militer hendaknya meningkatan peranannya dalam 

melakukan pengawasan, penyidikan dan penyelidikan agar dapat 

menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI angkatan Darat 

yang setiap tahunnya meningkat serta memberikan sanksi yang seberat-

beratnya terhadap pelaku tersebut. 

2) Terhadap pemerintah hendaknya juga berperan aktif dalam hal menggulangi 

penyalahgunaan narkotika Oleh anggota TNI Angkatan Darat seperti 

meningkatakan anggaran polisi militer untuk melakukan suatu penyidikan, 

agar mekanisme penyidikan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. 
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